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Karanganyar   

       
Yth. Bupati Karanganyar
 di
 KARANGANYAR

 

 

    Menunjuk surat Saudara nomor 180/1.378.1.3 tanggal 28 April 2025 hal Permohonan Fasilitasi
Raperbup, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
1. Konsiderans menimbang agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II UU Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat unsur filosofis,
sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang
penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

2. Pada dasar hukum mengingat agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah.

3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi
batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam
norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

4. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam
ketentuan umum dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital
agar diawali huruf kecil.

5. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.
6. Frasa “setiap tahun” dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) agar dikaji mengingat

berdampak salah satunya dengan perencanaan dan pengalokasian penganggaran.
      Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan
ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk
dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
        Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.
 

 
  

 

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah 

SUMARNO, SE, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19700514 199202 1 001

 
TEMBUSAN: 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan); 
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri; 
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan 
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh 
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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